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Pemerintah melobi berbagai | A
pihak agar Rancangan i
Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana bisa
segera disahkan. Sejumlah
pasal bermasalah yang
mengancam demokrasi
dan hak privat tetap
dipertahankan.

ENYAMBANGI De-
wan Perwakilan Rak-
yat pada Jumat, 1 Juli
lalu, Wakil Menteri
Hukum dan Hak Asa-
si Manusia Edward
’ w Omar Sharif Hiariej
bertemu dengan pimpinan dan sejumlah anggo-
ta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuang-
an. Dalam persamuhan di lantai tujuh Gedung
Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Ja-
karta Pusat, itu, ia memaparkan Rancangan Ki-
tab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP.

“Kami berdiskusi soal penyempurnaan
RKUHP,” ujar Eddy—sapaan Edward Omar Sha-
rif Hiariej—melalui pesan WhatsApp pada Jumat,
22Julilalu. Setelah dilantik sebagai wakil mente-
ri pada Desember 2020, Eddy bertugas menye-
lesaikan berbagai rancangan undang-undang
yang urung disahkan. Salah satunya RKUHP. Ia
masuk tim ahli yang menyusun RKUHP sejak
2014.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang
Wuryanto menjelaskan, Eddy memaparkan per-
kembangan RKUHP. Ini termasuk 14 isu krusial
dalam draf tersebut. Di antara ﬂ}ferangan
harkat dan martabat preside Qrta 1 wakil presi-
den, hukuman mati, pen /aa_y agama, dan per-
zinaan. “Semuanya sugg dijelaskan oleh wakil
menteri dan timnya,”/kata Bambsmg pad‘sPIGF
mis, 21Julilalu. f (}( ;

b 'c_L
, Homisi Pemberantasan orup!
Direktoral Lithang

KUHP dan RUU
l\lff(gParlemen. Senayang_'

Rapat penyerahan dra
Pemasyarakatan di Ko
Jakarta, 6 Juli 2022.
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Lima hari setelah pertemuan di ruang
fraksi banteng pada Rabu, 6 Juli lalu, pe-
merintah menyerahkan draf RKUHP ke-
pada DPR. Rancangan tersebut hampir di-
salikan pada pengujung masa jabatan ang-
gota DPR periode 2014-2019. Namun pe-
merintah dan DPR bersepakat menun-
da pengesahannya akibat adanya demon-
strasi besar penolakan revisi KUHP dan
Undang-Undang Komisi Pemberantas-
arl Korupsi. Tahun ini RKUHP masuk Pro-
gram Legislasi Nasional.

Bambang, yang juga Ketua Komisi Hu-
kum DPR, mengatakan pembahasan
RKUHP diharapkan rampung pada akhir
September mendatang. Ia menyatakan Pa-
nitia Kerja DPR yang membahas RKUHP
kemungkinan besar tak akan banyak
mengubah rancangan tersebut. “Tapi
kami tetap mendengar berbagai masukan
masyarakat,” ucap Bambang.

Meski demikian, Panitia Kerja DPR be-
lum satu suara tentang waktu pengesah-
an RKUHP. Anggota Komisi Hukum dari
Fraksi NasDem, Taufik Basari, mengata-
kan, dalam rapat di Hotel Pulman Jakarta
Central Park awal Mei lalu, sejumlah legis-
lator menginginkan RKUHP langsung ma-
suk pembahasan tingkat dua atau segera
disahkan dalamrapat paripurna DPR.

Mereka yang menginginkan RKUHP se-
gera disahkan berpendapat bahwa ran-
cangan itu telah rampung dibahas oleh
anggota DPR periode lalu. “Jadi tinggal pe-
nyampaian pendapat fraksi, setuju atau ti-
dak,” ujar Taufik pada Selasa, 19 Juli lalu.
Menurut dia, ada juga anggota Komisi Hu-
kum yang meminta pembahasan RKUHP
dilakukan terbatas untuk 14 isu krusial.

Namun sebagian anggota, termasuk
Taufik, berpendapat RKUHP perlu diba-
has ulang karena ada anggota DPR baru
yang tak mengikuti pembahasan sebe-
lumnya. Taufik juga meminta pemerintah
dan Panitia Kerja DPR menggelar simula-
si untuk memastikan rancangan itu fian-
ti tidak menimbulkan masalah setelah di-
sahkan.

Sejumlah anggota Komisi Hukum juga
mempertanydkan sikap pemerintah yang
baru mengajukan RKUHP tahun ini. Dua
tahun terakhir, rancangan itu tak perrah
dibahas lagi di Senayan. Padahal Komisi
Hukum sama sekali tidak membahas ran-
cangan atau revisi undang-undang lain.
“Tahun irii kami harus membahas berba-
gai undang-undang, seperti RUU Hukum
Acara Perdata dan revisi Undang-Undang
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Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Edward Omar Sharif Hiariej
(kiri) menyerahkan RKUHP dan

RUU Pemasyarakatan yang telah
disempurnakan dalam rapat kerja dengan
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat
di Senayan, Jakarta, 6 Juli 2022.

Narkotika,” tutur anggota Komisi Hukum
dari Partai Persatuan Pembangunan, Ar-
sul Sani.

Benny K. Harman, anggota Komisi Hu-
kum dari Partai Demokrat, menduga pe-
merintah tak segera mengajukan pemba-
hasan Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana karena sibuk membahas
Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Ne-
gara. Menurut Benny, ia dan sejumlah ko-
leganya berulang kali meminta pemerin-
tah segera mengajukan RKUHP, tapi mere-
katak mendapat respons.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Edward Omar Sharif Hiariej me-
ngatakan pemerintah baru intensif mem-
bahas kembali RKUHP sejak 2021. Ia berki-
lah pembahasan itu tertunda selama seki-
tar setahun akibat pandemi Covid-19 me-
rebak. Selain itu, pemerintah menghadapi
putusan Mahkamah Konstitusi pada No-
vember 2021 yang menyebutkan pemba-
hasan Undang-Undang Cipta Kerja dilaku-
kan secara inkonstitusional.

Setelah putusan MK keluar, pemerintah
memprioritaskan revisi Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk-
an Peraturan Perundang-undangan atau
Undang-Undang PPP. Revisi itu disahkan
oleh DPR pada Selasa, 24 Mei lalu. “Sete-
lah jtukamibahas RKUHP dan Rancangan
Undang-Undang Pemasyarakatan,” ujar
Menteri Eddy.

Sehari setelah pengesahan Undang-Un-
dang PPP atau pada Rabu, 25 Mei lalu,
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Isu Krusial Kitab Pidana
PEMERINTAH menetapkan 14 isu krusial dalam Rancangan KUHP.

Menyerang martabat
kepalanegara
Setiap orang yang menyerang
harkat dan martabat presiden
serta wakil presiden dipidana
penjara selama tiga setengah-
.empat setengah tahun. Hal

,ini diatur sebagai delik aduan

dan dapat disampaikan secara
tertulis.

Penghinaan terhadap
pengadilan
Pelarangan publikasi proses
persidangan. Pemerintah
berdalih aturan ini tak
menghalangi kebebasan pers
dalam meliput persidangan.

Pemberlakuan hukum
adat
Hukum yang berlaku di
masyarakat yang menentukan
seseorang patut dipidana
adalah hukum adat.

Advokat curang

Pengacara dapat
dipidana jika berbuat curang
dan mempengaruhiaparat
penegak hukum lain. Pasal
inidihapus karena dianggap
diskriminatif terhadap profesi
advokat.

Dokter yang berpraktik
tanpa izin
Pemerintah menghapus pasal
pemidanaan dokter yang
bekerja tanpa izin karena sudah
diatur dalam Undang-Undang
Praktik Kedokteran.

Penganiayaan hewan

Memanfaatkan hewan
sehingga mengancam
keselamatan makhluk hidup
tersebut.

Aborsi

Pengguguran kandungan
dipidana kecuali aborsi karena
pemerkosaan dan darurat
kesehatan. ‘

Pidanagelandangan

Orang yang
menggelandang di pinggir
jalan bisa dipidana. Ketentuan
itu diklaim bertujuan menjaga
ketertiban umum.

Pengakuan memiliki
kekuatan gaib
Orang yang mengaku bisa
menerapkan ilmu gaib
dapat dipidana. Pemerintah
berdalih pasalini dibuat untuk
melindungi calon korban dan
pelaku dari aksi main hakim
sendiri.

1 Pidanamati

Hukuman mati dipilih
sebagai pidana paling terakhir
dan dapat diubah menjadi
pidana seumur hidup.

1 Penistaan agama

Orang yang menghasut
dan menyatakan permusuhan
berdasarkan agama dan
kepercayaan orang lain dapat
dipidana.

1 2 Perzinaan dan
kohabitasi

-Perzinaan dan kohabitasi

dapat dipidana. Pemerintah
membuat pasal ini menjadi
delik aduan.

13 Hewan masuk
ke ladang

Pemilik hewan bisa dipidana
iika membiarkan hewannya
masuk ke pekarangan orang
lain.

1 Pemerkosaan
Pemaksaan hubungan
seksual dapat dipidana dan
menjadi delik aduan. Pasal ini
disesuaikan dengan Undang-
Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.

TARIK-MENARIK RKUHP

Banjir Kritik

Masyarakat Sipil
MASYARAKAT sipil dan aktivis
prodemokrasi mengkritik sejumlah
pasal dalam Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Dianggap
membatasi hak-hak sipil.

» Pemerintah dinilai tak transparan dan
enggan membuka ruang pembahasan
ulang naskah Rancangan KUHP.

P Partisipasi publik dianggap masih
minim.

P RKUHP dinilai berpotensi merepresi
masyarakat sipil.

b Sejumlah pasal dinilai bertentangan
dengan hak asasi manusia. Di
antaranya penghinaan terhadap
presiden, hukuman mati, dan izin
berdemonstrasi.

P Sebagian pasal dalam RKUHP
disebut terlalu mencampuriranah
privat warga negara, seperti pasal
perzinaan.

» Pemerintah dianggap ogah
mengubah draf RKUHP dan meyakini
rancangan tersebut paling baik
karena disusun oleh para guru besar )
hukum pidana.

Tujuh Perbaikan Naskah

WAKIL Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Edward Omar Sharif
Hiariej mengklaim sedikitnya ada tujuh
perbaikan dalam naskah Rancangan
KUHP yang diserahkan ke Dewan
Perwakilan Rakyat pada awal Julilalu.

Memperbaiki rumusan kalimat atau
mereformulasi pasal.

Menghapus sejumlah pasal
bermasalah.

3 Memasukkan kembali pasal yang
sempat ada dalam draf 2015, tapi
hilang pada naskah versi 2019.

Penyelarasan sanksi pidana
dengan undang-undang lain.

Sinkronisasi dengan undang-

undang lain. Salah satunya Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

Memperbaiki kesalahan
pengetikan.

Menyempurnakan sistematisasi
penyusunan pasal.
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Eddy datang ke Komisi Hukum dan me-
ngabarkan RKUHP siap dibahas. Saat itu
Eddy belum menyerahkan RKUHP terba-
ru, termasuk rincian 14 isu krusial. Ia me-
nyatakan pemerintah telah menyisir pa-
sal-pasal di dalam RKUHP dan menggelar
sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi itu sesuai dengan keputusan
pemerintah dan DPR periode lalu karena
RKUHP mendapat tentangan dari publik.
Eddy bercerita, sosialisasi itu berlangsung
di14 kotaselama empat bulan, dari 25 Feb-
ruari hingga Juni lalu. Sosialisasi juga dila-
kukan bersama Komisi Hukumn DPR. Ar-
sul Sani, anggota Komisi Hukum dari Par-
tai Persatuan Pembangunan, misalnya,
mengikuti sosfalisasi di empat kota seca-
radaring.

Arsul mengaku kerap menjelaskan ke-
pada para peserta, yang terdiri atas akade-
mikus, mahasiswa, dan aktivis, ihwal isu
krusial dalam RKUHP, seperti pasal peng-

Jalan Panjang
Rancangan KUHP

RANCANGAN Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana akan
menggantikan aturan yang dibikin
pemerintah kolonial Belanda yang
berlaku sejak Januari 1918 dan
diadopsi oleh pemerintah Indonesia
sejak 1946.

» 1983: Pembuatan Rancangan
KUHP dicetuskan dalam Seminar
Hukum Nasional di Semarang.

»1968-1992: Pembuatan konsep
Rancangan KUHP oleh sejumlah
pakar hukum. Di antaranya guru
besar Universitas Diponegoro,
Semarang, Soedarto dan Roeslan
Saleh.

> 1993: Ketua tim perumus,
Mardjono Reksodiputro,
menyerahkan naskah lengkap
Rancangan KUHP kepada Menteri
Kehakiman Ismail Saleh.

»1998-1999: Menteri Kehakiman
Muladi mengajukan Rancangan
KUHP ke Sekretariat Negara.

>2013: Dewan Perwakilan Ra kyat
intensif membahas draf KUHP.
Politikus Partai Demokrat, Benny
K. Harman, memimpin panitia
kerja Rancangan KUHP,

»2015: Presiden Joko Widodo
mengirimkan surat presiden
yang berisi kesiapan pemerintah
membahas Rancangan KUHP
bersama DPR. Pemerintah
menargetkan kitab pidana ini
selesai pada 2017.

»2079: Naskah Rancangan
KUHP selesai dibahas dan siap
disahkan. Namun masyarakat
sipil memprotes sejumlah pasal
bermasalah dalam RKUHP.
Presiden Jokowi meminta
pengesahan KUHP ditunda dan
dibahas kembali bersama DPR
periode 2019-2024.

»2021: Pemerintah mensosialisasi
kembali Rancangan KUHP ke
berbagai kota.

> 6 Juli 2022 Pemerintah
menyerahkan naskah final
Rancangan KUHP ke DPR.

TARIK-MENARIK RKUHP

hinaan terhadap presiden dan wakil pre-
siden. Nantinya pasal penghinaan diubah
menjadi delik aduan, hanya presiden dan
wakilnya yang bisa mengadukan penghi-
naan. Hukuman bagi penghina pun ber-
ubah dari 6 tahun bui menjadi 3 tahun 6
bulan penjara. “Ini meringankan dari sisi
hukuman,” kata Wakil Ketua Majelis Per-
musyawaratan Rakyat itu.

Meski berpotensi mengekang kebebas-
an berpendapat, yaitu menyampaikan ki-
tik kepada presiden dan wakil presiden, pa-
sal tersebut hampir pasti tetap dimasuk-
kan ke RKUHP. Ketua Komisi Hukumn dari
Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryan-
to, mengklaim pasal itu bertujuan meng-
hormati martabat presiden dan wakilnya.
Bambang menyatakan partainya tak setuju
Jika pasal itu diubah atau dihapus.
~ Anggota Komisi Hukum dari Partai De-
mokrat, Benny K. Harman, pesimistis
pembahasan RKUHP di DPR akan mengu-
bah berbagai pasal krusial. Ia yakin pem-
bahasan RKUHP akan dipercepat seper-
ti sejumlah undang-undang, antara lain
Rancangan Undang-Undang Pemasyara-
katan dan revisi Undang-Undang Pertam-
bangan Mineral dan Batu Bara. “Kalau pe-
merintah sudah punya mau, koalisi dii DPR
hanya akan jadi stempel,” ujarnya. Ada-
pun Eddy Hiariej berharap pembahasan
RKUHP rampung tahun ini. “Karena 2023
tahun politik.”

LK X

MENGEJAR  percepatan pengesahan
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana atau RKUHP, pemerintah juga me-
lobi mereka yang menolak rencana terse-
but. Anggota Komisi Hukum Dewan Per-
wakilan Rakyat dari Fraksi NasDem, Taufik
Basari, mengaku beberapa kali dihubungi
oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Edward Omar Sharif Hiariej.

Taufik bercerita, salah satu diskusi de-
ngan Eddy Hiariej adalah ihwal sikapnya
terhadap sejumlah isu krusial. Di antara-
nya tentang hukum yang hidup di masya-
rakat dan hukuman mati. Kepada Taufik,
Eddy menyampaikan bahwa pemerintah
masih membuka ruang untuk pembahas-
an RKUHP. “Bagaimanapun keberhasilan
mengesahkan RKUHP merupakan pride
untuk pemerintah,” tutur Taufik.

Eddy Hiariej mengaku berdiskusi de-
ngan berbagai kalangan yang menolak pe-
ngesahan RKUHP. Guru besar hukum pi-
dana dari Universitas Gadjah Mada, Yog-

31 Juli 2022 - TEMPO - 31




@ TEMPO/MUHAMMAD SYAUQI AMRULLAH, TEMPO/NITA DIAN

NASIONAL—

yakarta, itu bercerita, pada Jumat, 8 Juli
lahy, ia mencoba meyakinkan dosen Seko-
lah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bi-
vitri Susanti, yang kerap mengulas berba-
gaimasalah dalam RKUHP.

Kepada Bivitri, Eddy berjanji bahwa
RKUHP tidak akan disahkan dalam walk-
tu singkat. Ia juga menjelaskan sejumlah
pasal krusial dalam rancangan itu, seper-
ti perzinaan. Eddy mengatakan masyara-
kat Sumatera Barat menginginkan pasal
perzinaan tak masuk delik aduan. “Dalam
hulkum Islam, ranah privat sepertiberzina
termasuk kejahatan hukum. Kita pun ma-
yoritas muslim,” kata Eddy.

la juga mengaku kerap berdiskusi de-
ngan para aktivis yang tergabung di Institu-
te for Criminal Justice Reform (ICJR). Eddy
mengklaim sejumlah masukan dari ICJR te-
lah diakomodasi dalam RKUHP. Misalnya,
penghapusan salah satu pasal penodaan
agama serta aborsi. Ia pun berembuk de-
ngan Indonesian Consortium for Religious
Studies ihwal pasal penodaan agama. Pe-
merintah lantas menghapus kata “penista-
an” yang dinilai terlalu absurd.

Dimintai tanggapan pada Sabtu, 23 Juli
lalu, Bivitri Susanti mengatakan peme-
rintah terlalu buru-buru merumuskan
RKUHP tanpa melibatkan partisipasi pub-
lik secara luas. Ia meminta pemerintah
dan DPR tak mengabaikan berbagai argu-
men penolakan terhadap RKUHP yang di-
sertai data dan fakta. Apalagi sampai me-
nyuruh masyarakat yang tak puas terha-
dap aturan itu mengajukan permohonan
uji materi ke Mahkamah Konstitusi. “Ha-
rus ada dialog dan pembahasan partisipa-
tif,” ucapnya.

Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitu-
pulu membenarkan bahwa lembaganya ke-
rap berdiskusi dengan Eddy. “Bukan hanya
ICJR, Aliansi Reformasi KUHP juga mem-
beri masukan,” katanya. Erasmus menya-
takan ICJR masih menolak berbagai pasal
yang berpotensi membungkam demokra-
si. Di antaranya isu penghinaan presiden,
pidana adat, dan kebebasan pers.

Eddy mengklaim pemerintah tak akan
menutup diri dan tetap menerima ma-
sukan dari masyarakat. Ia meyakini Ran-
cangan Kitab Undang-Undang Hukum Pi-
dana yang diserahkan kepada DPR meru-
pakan yang terbaik. Salah satu alasannya,
rancangan itu diwariskan oleh para guru
besar hukum pidana diIndonesia. “Secara
doktrin hukum pidana, itu sudah benar,”
Eddy mengklaim @ HUSSEIN ABRIDONGORAN
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Aksi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Jakarta,

21 Juni 2022,

Represi di Balik Revisi

PEMERINTAH telah menyerahkan Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana atau RKUHP ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun koalisi
masyarakat sipil memprotes sejumlah pasal yang dianggap bermasalah,
seperti membelenggu kebebasan berekspresi. Pemerintah mengklaim
telah merancang RKUHP dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan

partisipasi publik.

Kitab Undang-
Undang Hukum
Pidana

Sumber rujukan:
Wetboek van Strafrecht (WvS)

Pembuat:
Pemerintah Hindia Belanda

Bahasa:

» Belanda

» KUHP tak punya terjemahan
resmi bahasa Indonesia.
Beberapa versiyang beredar
merupakan terjemahan dari
sejumlah pakar hukum pidana.
Diantaranya Moeljatno, Andi
Hamzah, Sunarto Surodibroto,
dan Badan Pembinaan Hukum
Nasional.

NASKAH: RAYMUNDUS RIKANG
SUMBER: TEMPO.CO, LEMBAGA
KAJIAN DAN ADVOKASI
INDEPENDENSI PERADILAN,
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI
HAK ASASIMANUSIA, ALIANSI
NASIONAL REFORMASIKUHP

ReVISI KUHP

» 1962, tahun pertama kah revisi KUHP
dicetuskan, yaitu dalam Seminar
Hukum Nasional | di Semarang.

» 7 masa kepemimpinan Presiden
IndoneSIa

] 19 ka!z bergann Menteri Kehakiman
atau Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

» Terdi}i atas 622 #asai '
I 1.251 perbuatan d|ancam pldana
l 1 154 perbuatan d;ancam penjara

l 882 perbuatan dlancam denda

[ ] 3? perbuatan diancam hukuman mat|




